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Yayasan Tzu Chi Indonesia

Giat Mempraktikkan Kebajikan 
 dengan Cinta Kasih Berkesadaran

(Mas   ter Cheng Y en)
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Selain reshuffl  e, issu amandemen 
 Undang-Undang Dasar 1945 juga menguat 
setelah masuknya PAN ke gerbong koalisi 
 pendukung pemerintah. 

andai semua kita serahkan kepada 
presiden,” kata Dasco di Senayan, 
Jakarta, Kamis (26/8), dikutip dari 
keterangan video. 

Dasco menuturkan, Gerin-
dra pun menyambut baik ke-
hadiran PAN sebagai anggota 
koalisi partai pendukung pemer-
intah. Wakil ketua DPR itu men-
gatakan, bergabungnya PAN ke 
koalisi merupakan hak Presiden 
Joko Widodo dan PAN sendiri.

JAKARTA (IM) - Isu bahwa  
PAN akan bergabung ke dalam 
koalisi pendukung Pemerintahan 
Joko Widodo (Jokowi) – Wakil 
Presiden Ma`ruf  Amin, santer 
berhembus pasca Ketua Umum 

PAN Zulkifli Hasan dan Sek-
retaris Jenderal PAN Eddy So-
eparno, menghadiri pertemuan 
antara Jokowi dan petinggi partai 
pendukung pada Rabu (25/8).

Wakil Ketua Umum PAN 

perombakan atau reshuffl e kabi-
net setelah Partai Amanat Nasi-
onal (PAN) bergabung ke koalisi 
partai pendukung pemerintah. 

Dasco menegaskan, reshuffl e 
kabinet merupakan hak pre-
rogatif  presiden dan Gerindra 
menyerahkan hal itu sepenuhnya 
kepada presiden. 

“Kalau bicara soal reshuffl e 
itu kan saya sudah berulang-ulang 
menyatakan bahwa itu kan hak 
prerogratif  daripada presiden, 
dan kami engak mau berandai-

Viva Yoga Mauladi bahwa men-
gakui partainya kini telah menjadi 
partai pendukung pemerintah dan 
tergabung dalam koalisi. 

“PAN sejak kepemimpinan 
Ketum Bang Zul telah menegas-
kan sebagai partai politik pen-
dukung pemerintah, ikut sebagai 
partai koalisi,” kata Yoga saat 
dihubungi, Rabu (25/8).

Terkait hal ini, Ketua Har-
ian Partai Gerindra Sufmi Dasco 
Ahmad, menyatakan enggan 
berandai-andai soal potensi adanya 

PAN Masuk Koalisi Pendukung Pemerintah,
Apakah Ini Pertanda Bakal Ada Resuffl e?

BPMI SETPRES/RUSMAN

Ancaman ISIS Mengintai Upaya 
Evakuasi dari Bandara Kabul

IDN/ANTARA

SERBUAN VAKSIN COVID-19 TNI AL DI DABO SINGKEP
Panglima Koarmada I (Pangkoarmada I)Laksamana Muda TNI Arsyad  Abdullah 
(Kiri) meninjau pelaksanaan kegiatan Serbuan Vaksin Angkatan Laut di Dabo 
 Singkep, Kepulauan Riau,Kamis (26/8).Sebanyak 1.000 vaksin Covid-19  disiapkan 
TNI Angkatan Laut Koarmada I untuk warga sebagai salah satu upaya  penanganan 
Covid-19.

alasan ancaman keamanan. 
Seruan serupa juga datang 

dari pemerintah Inggris, yang 
meminta orang-orang di area 
bandara untuk pindah ke lokasi 
yang aman. 

“Ada ancaman serangan tero-
ris yang berkelanjutan dan tinggi”, 
tulis Kantor Luar Negeri Inggris 
dalam pernyataannya. 

Australia juga mendesak 
warganya dan para pemegang 
visa untuk meninggalkan bandara 
dengan mengeluarkan peringatan 
adanya ancaman serangan teroris 
yang sangat tinggi di sana. 

Saat pasukan Barat berupaya 
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KABUL DC (IM) -  Ameri-
ka Serikat (AS) dan sekutunya 
mendesak orang-orang untuk 
menjauh dari bandara Kabul 
karena adanya ancaman dari ISIS. 
Imbauan tersebut dikeluarkan 
pada Kamis (26/8) ketika negara-
negara Barat berupaya secepat 
mungkin melakukan evakuasi se-
belum tenggat waktu 31 Agustus. 

Kedutaan AS di Kabul me-
nyarankan orang-orang yang 
ingin pergi ke bandara Kabul 
supaya mengurungkan niatnya 
sebagaimana dilansir Reuters. 
Sedangkan bagi orang-orang yang 
kadung berada di gerbang ban-
dara, kedutaan AS menyarankan 
agar mereka segera pergi dengan 
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campur atas wacana amendemen 
UUD 1945. “Pemerintah tidak 
ikut campur urusan itu (amande-
men UUD 1945). Pemerintah 
tidak menyatakan setuju atau 

tidak setuju karena sebenarnya 
perubahan tidak perlu persetujuan 
pemerintah,” ujar Mahfud, dalam 

JAKARTA (IM) - Menteri 
Koordinator Bidang Politik, Hu-
kum, dan Keamanan (Menko 
Polhukam) Mahfud MD men-
egaskan, pemerintah tidak ikut 

Mahfud: Pemerintah Tak Ikut Campur 
soal Amendemen UUD 1945

BOS mafi a Yakuza Kudo-ki Satoro No-
mura yang dijatuhi hukuman mati, menyebut 
hakim akan menyesali keputusannya itu seumur 
hidup.

 “Saya meminta keputusan yang adil tetapi 
ini tidak adil sama sekali. Anda akan menyesali 
ini seumur hidup Anda,” ancamnya kepada ha-
kim setelah, dikutip surat kabar Asahi Shimbun.

“Kamu sangat buruk,” lanjutnya kepada 
kepada hakim.

Seperti diketahui, Pengadilan Distrik 
Fukuoka, Jepang pada Selasa (24/8) telah 
menjatuhkan hukuman mati kepada Nomura 

Bos Yakuza yang Dihukum Mati
Sebut Hakim Akan Sesali Vonisnya 
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Kunjungi Website Kami di: https://internationalmedia.co.id
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Muhammad Kece di Rumah 
Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri.

Kepala Bagian Peneran-
gan Umum (Kabag Penum) 
Divisi Humas Polri Kombes 

Ahmad Ramadhan mengungkap-
kan, Muhammad Kece ditahan 
setelah menjalani pemeriksaan.

JAKARTA (IM) - Direktorat 
Tindak Pidana Siber Bareskrim 
Polri melakukan penahanan ter-
hadap tersangka dugaan penodaan 
agama Muhamad Kasman alias 

Bareskrim Tahan Muhammad Kece 
Hingga 20 Hari ke Depan

JAKARTA (IM) - Ang-
gota Komisi IX DPR Alifu-
din meminta Presiden Joko 
Widodo menegur para peja-
bat di tingkat pusat maupun 
daerah yang telah melakukan 
vaksinasi Covid-19 dosis ketiga 
atau booster. Pasalnya, saat ini 
booster vaksin baru diberi-
kan kepada tenaga kesehatan.  
“Presiden juga seharusnya 
menegur pejabat-pejabat yang 
sudah vaksin booster atau 
ketiga, karena setiap yang 
tervaksin kan sudah terdata 
jadi gampang di-tracking,” 
kata Alifudin saat dihubungi, 
Kamis (26/8).

Politisi PKS itu mengaku 
prihatin dengan sikap pejabat 
yang telah melakukan vaksi-
nasi dosis ketiga. Pasalnya, 

Presiden Jokowi Diminta Tegur Pejabat 
yang Sudah Vaksinasi “Booster” Covid-19

mereka dinilai tidak memiliki 
sense of  crisis di tengah situ-
asi pandemi Covid-19. Ia pun 
mengingatkan bahwa vaksin 
yang didatangkan pemerin-
tah dibayar dengan anggaran 
negara yang berasal dari pajak 
yang dibayarkan masyarakat. 
Oleh karena itu, ia menyay-
angkan bila ada pejabat publik 
yang telah mendapatkan vaksin 
tambahan. 

“Seharusnya, untuk vaksin 
ketiga atau booster itu ya fokus 
dulu kepada tenaga kesehatan. 
Baru setelah selesai vaksin 
booster bagi tenaga kesehatan, 
boleh lah kalau pejabat atau 
masyarakat umum mau vaksin 
ketiga atau booster,” ujarnya. 
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